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Abstrak 
Jumlah Biro dan Agen Perjalanan Wisata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 yang menempati posisi pertama paling banyak adalah Kota Surabaya yakni berjumlah 344 perusahaan angkutan antar jemput dibandingkan dengan kota-kota selainnya. Masih ada mobil angkutan antar jemput di kota Surabaya yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Pelanggaran tersebut antara lain adalah masih banyak yang menggunakan plat nomor kendaraan yang menggunakan warna dasar hitam dan tidak memenuhi standar pelayanan sesuai dengan kriteria menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Pasal 15 ayat (1)  yaitu, tidak adanya nama perusahaan, nomor urut kendaraan pada bagian kanan dan kiri badan kendaraan serta pada belakang kaca mobil, tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah berupa tanda nomor kendaraan atas nama badan hukum, kartu uji dan kartu pengawasan nama perusahaan dan/atau nama merk dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard yang dikeluarkan oleh masing masing perusahaan angkutan umum di Surabaya, dilengkapi dokumen  perjalanan yang sah mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengaturan tentang pelayanan angkutan antar jemput di kota Surabaya dan juga upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi pelanggaran pada pelayanan angkutan antar jemput di kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis  merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi  yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja.  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa angkutan antar jemput masih banyak yang melanggar aturan padahal pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 bunyinya kendaraan yang digunakan untuk pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1), wajib memenuhi persyaratan yang menjelaskan dan menjabarkan pesyaratan wajib dan standar pelayanan minimal yang harus dipatuhi baik oleh setiap perusahaan angkutan antar jemput di kota Surabaya. 
Kata Kunci  : Antar Jemput, Pelaksanaan Pengaturan, Persyaratan Wajib, Pasal 15 ayat (1), Kota Surabaya.
Abstract
The number of Regency / City Travel Agencies and Travel Agencies in East Java Province in year 2019 which occupies the first position is Surabaya City with 344 shuttle companies compared to other cities. There is still a shuttle car in the city of Surabaya that violates established regulations. Such violations include that there are still many who use vehicle number plates that use black basic color and do not meet service standards in accordance with the criteria according to the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 108 Year 2017 Article 15 paragraph (1), namely, the absence of company names, serial numbers vehicles on the right and left side of the vehicle body and on the rear of the windshield, do not have valid travel documents in the form of a vehicle number sign in the name of a legal entity, test cards and company name control cards and / or trademark names and vehicle serial numbers listed on the side left, right and rear of the driver's identity vehicle placed on the dashboard issued by each public transport company in Surabaya, equipped with a valid travel document stating the telephone number of the public complaint service placed on the inside and outside of the vehicle. The purpose of this study was to analyze the implementation of arrangements regarding shuttle transportation services in the city of Surabaya and also the surveillance efforts undertaken by the East Java Province Transportation Office in overcoming violations of the shuttle service in the city of Surabaya. This research is a sociological juridical law study which is a science that is still based on normative law but is not studying the norm system in statutory rules, but observing how the reactions and interactions occur when the norm system works. The results of research and discussion show that there are still many shuttle transportation that violates the rules even though Article 15 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 108 of 2017 reads the vehicle used for shuttle transportation services as referred to in Article 15 Paragraph (1), must fulfill the requirements that explain and describe the mandatory requirements and minimum service standards that must be complied with by every shuttle company in the city of Surabaya.
Keywords: Shuttle, Implementation of Regulations, Mandatory Requirements, Article 15 paragraph (1), Surabaya City.
PENDAHULUAN 
Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang kedalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ketempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut ketempat tujuan yang disepakati(Soegijatna 1995). Hukum pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal-balik, yang mana pihak pengangkut mengikat diri untuk untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/ atau orang ketempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima, pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut(Sution 1991).
Pengangkutan merupakan sarana yang penting dan strategis dalam memperlancar laju perekonomian, meningkatkan produktivitas negara serta mempengaruhi aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya pengangkutan tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa pengangkutan dalam memperlancar mobilitas barang maupun orang, dari dan keseluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri. Pengangkutan memegang peranan yang mutlak, sebab tanpa pengangkutan perusahaan akan mengalami kesulitan untuk dapat berjalan(Abdul 2008).
Sejatinya Pengangkutan darat terdiri dari pengangkutan orang dan pengangkutan barang dengan melalui jalan umum. Pengangkutan melalui jalan umum adalah pengangkutan yang dilakukan dengan mengunakan kendaraan sebagai suatu alat angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (Sri 2014). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 “Klasifikasi kendaraan dibagi menjadi dua yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor”. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor  74 tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 Pasal 1 Angka 4 “Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan”.
Jenis-jenis kendaraan bermotor meliputi : 1. Sepeda Motor, 2. Mobil Penumpang 3. Mobil Angkutan antar jemput 4. Mobil Barang. Pengangkutan Orang Dalam KUHD  maupun KUHPerdata tidak diatur tentang pengangkutan orang melalui darat dan perairan darat sehingga ketentuan tentang perjanjian pengangkutan di darat dapat didasarkan pada ketentuan umum tentang perjanjian pada umumnya yaitu Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdata(Zainal 2014).
Seseorang pasti pernah melakukan perjalanan keluar kota menggunakan kendaraan, kebutuhan akan kendaraan merupakan kebutuhan pokok manusia setelah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Baik menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. 

Klasifikasi kendaraan bermotor dibagi menjadi dua yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan bermotor pribadi misalnya seperti sepeda motor dan mobil. Kendaraan bermotor umum adalah “setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran”. Sedangkan kendaraan pribadi adalah “kendaraan yang dimiliki perseorangan dan tidak untuk khalayak umum serta menggunakan plat nomor berwarna hitam dan memiliki tulisan putih, sedangkan kendaraan umum adalah kendaraan yang dipergunakan untuk khalayak umum serta menggunakan plat nomor berwarna kuning dengan tulisan hitam”. Klasifikasi plat nomor menurut Pasal 39 Angka 3 Peraturan Kapolri  Nomor 5 Tahun 2012 huruf (b) adalah Warna Tanda nomor kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut TNKB sebagai berikut “warna dasar kuning tulisan hitam untuk kendaraan bermotor umum”. 

Menurut Pasal 15 Angka (1) Huruf C Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 adalah “c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam.”

Banyak diantara kita seringkali lebih memilih kendaraan umum untuk bepergian karena selain dinilai lebih efisien dan menghemat biaya, kendaraan umum dinilai lebih mudah dijangkau dan tersedia kapanpun kita butuhkan. Selain itu kendaraan umum lainnya adalah taksi, mobil angkutan dalam jaringan serta mobil angkutan antar jemput atau yang sering disebut travel. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Pasal 1 Angka 1, angkutan adalah:
“Pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan“.

Sedangkan, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Pasal 1 Angka 5 kendaraan bermotor umum adalah:
“Setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran”.
Mobil angkutan antar jemput adalah mobil penumpang umum yang menjemput kita dirumah dan mengantar sampai tempat tujuan kita”(Oka 2003). Sesuai dengan Peraturan menteri perhubungan  Republik Indonesia  nomor 108 tahun 2017 pasal 14 angka (1) berbunyi:
“Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf (a), merupakan angkutan orang antar kota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanan nya dari pintu kepintu”.
Dalam hal ini artinya kita tinggal duduk dirumah menunggu dijemput serta diantar sampai depan tempat tujuan kita yang mana hal ini sangat efisien bagi kita dan memudahkan pada setiap perjalanan kita.
Kendaraan antar jemput yang sering kita jumpai di Jawa Timur ini bertujuan pada kota dengan tujuan wisata ataupun kota yang banyak perguruan tinggi serta menjadi tujuan untuk bekerja. Salah satu contoh kota menyediakan jasa angkutan antar jemput yang dapat mengantarkan ke berbagai kota antara lain adalah Surabaya. Selain itu juga di kota Surabaya banyak pengusaha mobil antar jemput berasal dari sana, mereka menggunakan kendaraan roda empat yang berisi sekitar sepuluh hingga dua belas orang yang menumpang didalamnya. Namun sayangnya kendaraan yang digunakan untuk angkutan antar jemput ini masih banyak yang melanggar aturan padahal pada Pasal 15 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 bunyinya kendaraan yang digunakan untuk pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. “menggunakan Mobil Penumpang umum, paling kecil 2.000 (dua ribu) sentimeter kubik dan/atau Mobil Angkutan antar jemput Kecil.

b. tulisan “ANTAR JEMPUT” dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan.

c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. nama perusahaan dan/atau nama merk dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan.

e. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing masing perusahaan angkutan umum.

f. dilengkapi dokumen  perjalanan yang sah.

g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan.”

Grafik 1.1

Data Pelanggaran Angkutan Antar Jemput Dari Bulan Oktober 2017-September 2018
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 Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
Grafik di atas menjelaskan bahwa masih banyaknya kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang terkena terkena tilang akibat dari tidak mematuhi ketentuan dan persyaratan wajib peraturan lalu lintas baik Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ) maupun Peraturan Menteri Perhubungan yang berlaku di kota Surabaya. Contohnya pelanggaran lalu lintas seperti pengemudi dan penumpang tidak memakai helm, sabuk pengaman, atribut kendaraan bermotor tidak sesuai ketentuan seperti kaca spion rusak atau tidak dipasang.

Plat nomer tidak dipasang atau tidak sesuai ketentuan harusnya berplat kuning tulisan dasar hitam tapi tetap memakai plat hitam tulisan dasar putih untuk angkutan antar jemput, dan tidak dilengkapi dengan surat-surat atau ijin kendaraan bermotor semisal SIM, STNK, dokumen perjalanan yang sah contoh Surat Jalan atau Ijin Trayek sesuai dengan Pasal 15 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017. Antara rentang  tahun 2017-2018 akhir dapat dilihat jumlah data pelanggaran kendaraan angkutan antar jemput di kota Surabaya mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan dari 5.360 dari awal tahun 2017 sampai yang tertinggi 19.582 kasus pelanggaran dan terakhir di tahun 2018 akhir tercatat sekitar 545. 
Tabel 1.2

Rekapitulasi Laporan Hasil Operasi Gabungan Tipe A dan tipe B Sadar Keselamatan Tertib Lalu Lintas 2019 Seluruh UPT LLAJ4 kasus.
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     Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
Tabel diatas menjelaskan Rekapitulasi Laporan Hasil Operasi Gabungan Tipe A dan tipe B Sadar Keselamatan Tertib Lalu Lintas 2019 Seluruh UPT LLAJ oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bahwa ada beberapa jenis golongan atau tipe kendaraan salah satunya adalah angkutan antar jemput atau travel yang berhasil di data ada total 241 armada dari berbagai perusahaan angkutan antar jemput atau travel di kota Surabaya. Pelanggarannya meliputi SIM tidak ada berjumlah 3, STNK bermasalah berjumlah 0 dan STUK tidak ada berjumlah 1 habis masa berlakunya berjumlah 5 serta ketidak laikan jalan kendaraan tersebut berjumlah 1 dan ijin trayek angkutan yang bermasalah baik yang tidak ada berjumlah 7 habis masa berlakunya berjumlah 1 dan yang tidak sesuai berjumlah 1. Jadi total akumulasi atau rekapitulasi jumlah pelanggarannya untuk angkutan antar jemput ada 19 sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019.   

Contoh Kasus Mobil angkutan antar jemput ini tetap beroperasi di jalan maka dinas yang berwenang adalah dinas perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk mengawasi dan melakukan penindakan pada setiap pelanggaran yang dilakukan oleh mobil angkutan baik penumpang maupun barang yang berada di Kota Surabaya. Hal ini diperkuat dan dibuktikan oleh Salah satu contoh mobil angkutan antar jemput yang tidak menggunakan plat kuning tulisan dasar hitam dibawah ini: 
Gambar 1.1

Mobil Angkutan Antar Jemput yang tidak berplat kuning tulisan dasar hitam,tidak dilengkapi buku uji dan KIR
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Sumber: Dokumen pribadi diambil 
pada 20 November 2019

Mobil bermerk KIA Preggio berjenis mobil penumpang dengan kapasitas maksimal 12 penumpang yang merupakan salah satu kendaraan yang digunakan untuk mobil angkutan antar jemput yang berasal dari Kota Surabaya yang bertujuan ke Malang. Mobil tersebut dikatakan melanggar peraturan karena menggunakan plat nomor berwarna dasar hitam tulisan putih yang seharusnya menggunakan plat nomor berwarna dasar kuning tulisan hitam selain itu mobil tersebut tidak dilengkapi buku uji karena pada sisi kendaraan tidak terdapat kir atau uji berkala untuk kendaraan selain mobil pribadi. Selain itu pada kaca belakang mobil tidak terdapat tulisan “ANTAR JEMPUT” sisi belakang sebagai pembeda dengan kendaraan pribadi lainnya dan samping kanan kiri tidak dilengkapi nomor urut kendaraan, nomor telepon pengaduan masyarakat. Faktanya, mobil tersebut masih dengan bebas berjalan dengan mengangkut penumpang umum. 

Persoalannya, mobil angkutan travel tersebut tidak berplat kuning serta tidak memiliki uji kir. Masih banyaknya mobil travel yang melanggar aturan tersebut menjadikan hal yang penting bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pengawasan supaya jika terjadi suatu kecelakaan penumpang tidak dirugikan oleh penyedia jasa karena jika penyedia jasa travel tidak memenuhi aturan maka penumpanglah yang dirugikan pada saat terjadi kecelakaan.
Dari fakta hukum di atas pemerintah dalam hal ini instansi yang berwenang adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur wajib melakukan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap mobil angkutan umum yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, Sehingga penulis merasa perlu adanya penelitian dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Pengaturan Tentang Pelayanan Angkutan Antar Jemput di Kota Surabaya“.
      Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan tentang pelayanan angkutan antar jemput di Kota Surabaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

2. Bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi pelanggaran pada pelayanan angkutan antar jemput di Kota Surabaya? 

Tujuan dari penelitian adalah Untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan pengaturan tentang pelayanan angkutan antar jemput di kota Surabaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta untuk menjelaskan dan menganalisis upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi pelanggaran pada pelayanan angkutan antar jemput di kota Surabaya.
Kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan  Pelaksanaan Pengaturan Tentang Pelayanan Angkutan Antar Jemput di Kota Surabaya adalah kajian teoritik mengenai pengangkutan, fungsi dan tujuan pengangkutan, asas-asas hukum pengangkutan, pengangkutan darat, perjanjian pengangkutan, prinsip dan tanggung jawab dalam pengangkutan (Ridwan 2013), pengawasan dan sanksi administratif.
METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum Normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi  yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja.
Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pengaturan Tentang  Pelayanan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi maka,penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum Normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi  yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja(Mukti 2010). Penelitian ini bertujuan menggambarkan, mendeskripsikan dan guna untuk meneliti mengenai Pelaksanaan Pengaturan Tentang  Pelayanan Angkutan Antar Jemput di kota Surabaya.

Data yang dikumpulkan berupa wawancara teradap informan, visualisasi berupa gambar dan bukan angka-angka. Sehingga data-data yang dikumpulkan dapat dijadikan kunci terhadap apa yang sudah diteliti(Soerjono 2014). Penelitian ini dilakukan metode wawancara yaitu dengan mendengarkan secara seksama penuturan informan yang berkaitan dengan masih banyaknya mobil angkutan antar jemput yang melanggar aturan menggunakan plat hitam yang masih beroperasi di jalanan dan tidak dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah wawancara , Penggunaan teknik pengumpulan data dalam penelitian terkait Pelaksanaan Pengaturan Tentang Pelayanan Angkutan Antar Jemput di Kota Surabaya adalah sebagai berikut:
1. Wawancara(Soerjono 2014);

2. Dokumentasi(Sugiono 2011).
    Teknik pengolahan data yang digunakan terdapat tiga teknik analisis data pada kualitatif, yaitu:
1. Reduksi Data(Burhan 2009);
2. Penyajian Data (Yatim 2007);

3. Penarikan Kesimpulan.(Suratman 2015)
HASIL DAN PEMBAHASAN
1 Pelaksanaan pengaturan tentang pelayanan angkutan antar jemput di Kota Surabaya oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur kepada pihak pengelola angkutan antar jemput yang belum melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia :

Pada pengaturan dasar mengenai kendaraan umum secara definitif pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 Pasal 1 Angka 4 menjelaskan bahwa :

“Kendaraan umum adalah kendaraan yang dipergunakan untuk khalayak umum serta menggunakan plat nomor berwarna kuning dengan tulisan hitam“

 Pada kenyataannya masih saja ditemukan oleh pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bagian Humas Angkutan Keselamatan angkutan antar jemput yang masih melanggar ketentuan tersebut sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:

Jika dilihat gambar 1.1 pada data awal di latar belakang bahwa mobil bermerk KIA Preggio tersebut berjenis mobil penumpang dengan kapasitas maksimal 12 penumpang yang merupakan salah satu kendaraan yang digunakan untuk mobil angkutan antar jemput yang berasal dari Kota Surabaya yang bertujuan ke Malang. Mobil tersebut dikatakan melanggar peraturan karena menggunakan plat nomor berwarna dasar hitam tulisan putih yang seharusnya menggunakan plat nomor berwarna dasar kuning tulisan hitam.

Pengaturan umum mengenai definisi pengangkutan orang atau barang pada lalu lintas jalan ada di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Pasal 1 Angka 1, angkutan adalah:

“Pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan“.

Pengaturan lebih spesifik secara definitif mengenai mobil angkutan antar jemput adalah mobil penumpang umum yang menjemput kita dirumah dan mengantar sampai tempat tujuan kita” . Sesuai dengan Peraturan menteri perhubungan  Republik Indonesia  nomor 108 tahun 2017 pasal 14 angka (1) berbunyi:

“Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf (a), merupakan angkutan orang antar kota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanan nya dari pintu kepintu”.

Mobil angkutan antar jemput adalah mobil penumpang umum yang menjemput kita dirumah dan mengantar sampai tempat tujuan kita”(Oka 2003). Dalam hal ini artinya kita tinggal duduk dirumah menunggu dijemput serta diantar sampai depan tempat tujuan kita yang mana hal ini sangat efisien bagi kita dan memudahkan pada setiap perjalanan kita. Terdapat larangan bahwa pengemudi angkutan antar jemput tidak boleh sembarangan menurunkan penumpang khususnya di jalan tol atau di tengah jalan yang menyesatkan penumpang contohnya yakni di kawasan hutan. Dalam hal ini tentunya juga harus berdasarkan tiga prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum pengangkutan baik prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan, praduga dan mutlak (Robert 1991).

Dijelaskan Pula pengaturan mengenai pungutan bayaran oleh angkutan barang atau orang ada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Pasal 1 Angka 5 kendaraan bermotor umum adalah:

“Setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran”.

Tentunya atas dasar perjanjian jasa pengangkutan antara kewajiban pengangkut untuk mengantarkan dan melayani penumpang sampai ke tempat tujuan dan hak dari pengangkut yakni menerima bayaran atas jasa angkutnya tersebut biasanya berupa pembayaran tiket atau tarif argo yang sudah ditentukan oleh perusahaan penyedia jasa angkutan tersebut (Abbas 2004).  

Kemudian lanjut pengaturan mengenai pengemudi dan perusahaan angkutan orang atau perusahaan angkutan antar jemput wajib mematuhi ketentuan izin angkutan orang dalam trayek atau tidak dalam trayek dan persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini terdapat pada ketentuan pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

“Setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek atau izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor” 

Jadi dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai kewajiban setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermontor di wajibkan angkutan antar jemput wajib mematuhi ketentuan izin angkutan orang dalam trayek atau tidak dalam trayek dan persyaratan teknis dan laik jalan. merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengemudi (Paulus 1986). Angkutan antar jemput merupakan salah satu jenis angkutan umum yang seringkali mengabaikan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan (Nasution 2004). Sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila angkutan antar jemput tidak memenuhi persyaratan teknis dan standar pelayanan minimal maka akan di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dilihat kembali dari diagram 3.2 pada hasil penelitian diatas dapat diuraikan dan disimpulkan bahwa terlihat dari bulan Januari-Desember 2018 masih terdapat pelanggaran izin angkutan orang dalam trayek atau tidak dalam trayek dan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan oleh beberapa angkutan antar jemput. 

Lalu pengaturan lainnya yang berkaitan dengan uji berkala kendaraan mobil penumpang atau mobil angkutan antar jemput ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan Pasal 143 ayat (1) dijelaskan bahwa : 

“Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf b wajib bagi Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di jalan.” 

Data yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yaitu data pelanggaran angkutan antar jemput dari bulan Januari-Desember 2019 pada tabel 3.1 menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran berupa dokumen uji berkala/KIR dan STUK banyak yang habis masa ujinya, bahkan mati dan tidak diperpanjang keberlakuannya kembali dan ada pula yang sama sekali tidak dilakukan pemeriksaan dan pengecekan uji berkala kendaraan antar jemput tersebut.

Berfokus pada pengaturan mengenai kewajiban angkutan antar jemput memenuhi persyaratan yang sah secara hukum ada pada pada Pasal 15 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 bunyinya kendaraan yang digunakan untuk pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. “menggunakan Mobil Penumpang umum, paling kecil 2.000 (dua ribu) sentimeter kubik dan/atau Mobil Angkutan antar jemput Kecil

b. tulisan “ANTAR JEMPUT” dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan

c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

d. nama perusahaan dan/atau nama merk dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan

e. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing masing perusahaan angkutan umum

f. dilengkapi dokumen  perjalanan yang sah

g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan”.
Salah satu syaratnya yakni dilengkapi dengan plat yang sesuai dengan peruntukkan angkutan antar jemput tersebut diatur dalam Pasal 15 Angka (1) Huruf C Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 adalah: 

“c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.”

Kendaraan angkutan antar jemput harus juga sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan dinyatakan bahwa:

“Kendaraan antar jemput harus berplat dengan warna dasar kuning tulisan hitam dan harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah kartu uji KIR dan ijin trayek.” 

Berdasarkan data dan informasi yang telah di dapat sebelumnya dari lapangan terdapat hasil analisis yang menunjukkan bahwa kendaraan antar jemput masih saja kurang sesuai dengan fungsi dan tujuan pengangkutan itu sendiri serta tidak sepenuhnya menerapkan asas dan aturan dasar hukum dalam pengangkutan utamanya aturan-aturan diatas yang berkaitan dengan angkutan antar jemput. Hal ini terbukti kendaraan angkutan antar jemput masih saja melakukan pelanggaran terhadap syarat wajib bagi angkutan antar jemput. Padahal peraturannya tertuang di dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017.

Namun, sayangnya masih banyaknya pengemudi dan pihak pemilik penyedia jasa angkutan antar jemput di Kota Surabaya yang melanggar ketentuan yang diatur di dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 yang tidak memenuhi ketentuan atas syarat wajib angkutan antar jemput diatas baik dari segi plat nomor tidak dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan, tulisan “ANTAR JEMPUT”, identitas pengemudi dan perusahaan travel maupun kapasitas penumpang sampai pada tidak dilengkapinya dokumen perjalanan yang sah seperti kartu uji KIR dan ijin trayek. Mobil-mobil angkutan antar jemput yang berada di kota Surabaya sejumlah diantaranya masih dikatakan melanggar peraturan akan tetapi faktanya, mobil-mobil tersebut masih dengan bebas berjalan dengan mengangkut penumpang umum. Hal tersebut merupakan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengaturan tentang pelayanan angkutan antar jemput masih belum terlaksana dengan baik dan benar selama ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi pelanggaran pada pelayanan angkutan antar jemput di Kota Surabaya :

Pengaturan mengenai petugas yang berwenang mengawasi terhadap keberadaan angkutan antar jemput yang tidak berplat kuning serta tidak memiliki kir yang masih banyak ditemui di jalan adalah Dinas Perhubungan sesuai dengan Pasal 259 ayat (1)  Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Yang selanjutnya disebut UULLAJ). Wewenang Dinas Perhubungan disebutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk: 

a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus; 

b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; 

c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap; 

d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; 

e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau 

f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.”
Dalam pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Tugas dan fungsi dari Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan, sebagai berikut :

“(1)  Bidang  Angkutan  dan  Keselamatan  Jalan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, peningkatan, pemeliharaan, pelayanan, perizinan, dan rekomendasi, pengaturan, pembinaan, pengendalian operasional serta keselamatan prasarana dan sarana transportasi jalan”.

Pengawasan sendiri merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan (Juhir dan Victor 1993). Menurut Pasal 96 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum, menyatakan bahwa :

“Dalam rangka peningkatan serta ketertiban dan kelancaran angkutan di jalan, secara periodik dilakukan pengendalian dan pengawasam angkutan jalan serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan.”

Menurut Pasal 97 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan Kendaraan Umum, menyatakan bahwa :

”Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilakukan secara rutin (harian) oleh Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.”

Pengawasan sebagai salah satu kegiatan untuk meninjau langsung pelaksanaan standar wajib bagi angkuan antar jemput, yang berwenang melakukan pengawasan yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisasi/struktural, masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Pengawasan intern berasal dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur terhadap angkutan antar jemput. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisasi/struktural, masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Pengawasan intern berasal dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

Adapun cara yang dilakukan agar angkutan antar jemput tidak melakukan banyak pelanggaran, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melakukan pengecekan syarat wajib bagi angkutan antar jemput yang dilakukan di bagian pemberangkatan dan penurunan. Dalam melakukan pengecekan tentunya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tidak melakukan pengecekan setiap hari karena Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur itu menerima laporan dari Dinas Provinsi Jawa Timur mengenai pelanggaran terhadap angkutan antar jemput, melakukan sidak secara bersama-sama ketika melakukan operasi gabungan di Surabaya.

Pelaksanaan pengawasan ini agar dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan cara melakukan sidak secara tidak terjadwal jadi langsung di tempat penurunan angkutan antar jemput yang dilakukan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur. Pengawasan represif merupakan tindakan dalam pemberian sanksi. Dalam pengawasan represif apabila terjadi pelanggaran ada mekanisme sanksi, terdapat 2 (dua) sanksi yaitu :

a. Pidana ( berupa sanksi tilang)

Dinas Provinsi Jawa Timur dalam menemui pelanggaran akan diberikan sanksi tilang kepada pengemudi. Bagi pengemudi yang tidak memenuhi kelengkapan surat dan tidak memenuhi syarat wajib bagi  angkutan antar jemput serta tidak memenuhi standar pelayanan minimal.

b. Administratif

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur ketika menemui  angkutan antar jemput yang tidak memenuhi persyaratan akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, dan pencabutan izin (Shidqon 2016). Sanksi ini diberikan kepada Perusahaan Travel. Pemberian sanksi dilakukan untuk memberikan efek jera kepada angkutan antar jemput yang melanggar. Pengawasan represif terhadap angkutan antar jemput dimaksudkan untuk memberikan tata aturan agar seluruh pengemudi angkutan antar jemput tidak melanggar dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan terhadap angkutan antar jemput yang melakukan pelanggaran tersebut memberikan dasar pengaturan dalam menjaga standar pelayanan minimal. Proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bersifat preventif, jadi pada proses ini dengan melakukan pemeriksaan, pengujian terhadap angkutan antar jemput yang beroperasi disekitaran area Surabaya dengan memberikan sanksi yang tegas kepada angkutan antar jemput yang melanggar. Pelaksanaan pengawasan ini agar dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan cara melakukan sidak secara tidak terjadwal jadi langsung di tempat penurunan yang dilakukan oleh supir. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melakukan Pengawasan represif yakni berupa tindakan dalam pemberian sanksi.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek menyebutkan bahwa :

“Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Keamanan

b. Keselamatan

c. Kenyamanan

d. Keterjangkauan

e. Kesetaraan

f. Keteraturan.”
Adapun cara yang dilakukan agar angkutan antar jemput tidak melakukan banyak pelanggaran, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur melakukan pengecekan standar pelayanan minimal yang dilakukan di bagian pemberangkatan dan penurunan. Dalam melakukan pengecekan tentunya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tidak selalu melakukan pengecekan setiap hari melakukan patroli, melakukan sidak seminggu bisa 3 sampai 4 kali sedangkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur tidak melakukan pengecekan setiap hari karena Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur itu menerima laporan dari anggotanya yang bertugas di lapangan mengenai pelanggaran terhadap angkutan antar jemput, melakukan sidak secara bersama-sama ketika melakukan operasi gabungan di Surabaya. Berikut Indikator syarat wajib kendaraan dan standar pelayanan minimal yang melakukan pelanggaran terhadap syarat wajib Angkutan Antar Jemput dan standar pelayanan minimal.
Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator syarat wajib angkutan antar jemput tercantum pada Pasal 15 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 bunyinya kendaraan yang digunakan untuk pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. “menggunakan Mobil Penumpang umum, paling kecil 2.000 (dua ribu) sentimeter kubik dan/atau Mobil Angkutan antar jemput Kecil

b. tulisan “ANTAR JEMPUT” dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan

c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

d. nama perusahaan dan/atau nama merk dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan.
e. identitas pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing masing perusahaan angkutan umum

f. dilengkapi dokumen  perjalanan yang sah

g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan luar kendaraan”.

Kendaraan angkutan antar jemput harus juga sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Dinyatakan bahwa:

“Kendaraan antar jemput harus berplat dengan warna dasar kuning tulisan hitam dan harus dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah kartu uji KIR dan ijin trayek.” 

Masih banyaknya angkutan antar jemput yang tidak memenuhi ketentuan atas syarat wajib angkutan antar jemput diatas baik dari segi plat nomor, tulisan “ANTAR JEMPUT”, identitas pengemudi dan perusahaan travel maupun kapasitas penumpang sampai pada tidak dilengkapinya dokumen perjalanan yang sah seperti kartu uji KIR dan ijin trayek. Sedangkan standar pelayanan minimal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, masih ada yang belum terpenuhi. Faktanya yang peneliti lihat memang ada larangan merokok namun masih ada pengemudi yang merokok. 

1. Perlu adanya sosialisasi lebih ketat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dalam menangani hal tersebut. Untuk keselamatan sendiri di dalam indikator keselamatan sudah terlihat jelas bahwa ban tidak boleh vulkanisir namun masih ada angkutan antar jemput yang melanggar dan menimbulkan kerugian bagi penumpang angkutan antar jemput sendiri yaitu terjadinya kecelakaan akibat ban tersebut. Dalam indikator kenyamanan dan keamanan bahwa kenyamanan dan keamanan penumpang menjadi hal penting juga, namun faktanya dilihat dari kapasitas angkutan antar jemput, masih ada yang berdesak-desakan hingga mengganggu kenyamanan dan keamanan penumpang.

2. Pengecekan terhadap angkutan antar jemput yang melakukan pelanggaran tersebut memberikan dasar pengaturan dalam menjaga standar pelayanan minimal. Proses pengecekan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bersifat preventif, jadi pada proses ini dengan melakukan pemeriksaan, pengujian terhadap angkutan antar jemput yang beroperasi disekitaran area Surabaya dengan memberikan sanksi yang tegas kepada angkutan antar jemput yang melanggar. Pelaksanaan pengaturan ini agar dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan cara melakukan sidak secara tidak terjadwal jadi langsung di tempat penurunan yang dilakukan oleh supir.

PENUTUP
Kesimpulan

    Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelaksanaan syarat wajib bagi angkutan antar jemput Jawa Timur dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Mengenai Pelaksanaan pengaturan tentang pelayanan angkutan antar jemput di Kota Surabaya oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur kepada pengemudi dan pemilik penyedia jasa angkutan antar jemput belum efektif terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus patuh dan taat pada Pengaturan Berdasarkan data dan informasi yang telah di dapat sebelumnya dari lapangan terdapat hasil analisis yang menunjukkan bahwa kendaraan antar jemput masih saja kurang sesuai dengan fungsi dan tujuan pengangkutan itu sendiri serta tidak sepenuhnya menerapkan asas dan aturan dasar hukum dalam pengangkutan utamanya aturan-aturan yang berkaitan dengan angkutan antar jemput. Hal ini terbukti kendaraan angkutan antar jemput masih saja melakukan pelanggaran terhadap syarat wajib bagi angkutan antar jemput. Padahal peraturannya tertuang di dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Pasal 15 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 bunyinya kendaraan yang digunakan untuk pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Ayat (1), Namun, sayangnya masih banyaknya pengemudi dan pihak pemilik penyedia jasa angkutan antar jemput di Kota Surabaya yang melanggar ketentuan yang diatur di dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 yang tidak memenuhi ketentuan atas syarat wajib angkutan antar jemput diatas baik dari segi plat nomor tidak dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan, tulisan “ANTAR JEMPUT”, identitas pengemudi dan perusahaan travel maupun kapasitas penumpang sampai pada tidak dilengkapinya dokumen perjalanan yang sah seperti kartu uji KIR dan ijin trayek. 

2. Upaya Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa timur terhadap angkutan antar jemput yang belum memenuhi pelaksanaan syarat wajib dan standar pelayanan minimal bagi angkutan antar jemput dilakukan upaya pengawasan secara preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan dengan melakukan operasi gabungan yang dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan dibantu oleh pihak Kepolisian, melakukan sosialisasi terhadap pengemudi dan pemilik perusahaan Travel. Pengawasan represif terhadap angkutan antar jemput dimaksudkan untuk memberikan tata aturan agar seluruh pengemudi angkutan antar jemput dan perusahaan Travel tidak melanggar atau menyimpang dari perundang-undangan. Terdapat 2 (dua) upaya represif meliputi, sanksi pidana (tilang) yang dikenakan bagi pengemudi yang melanggar dan sanksi administratif dikenakan kepada Perusahaan Travel, dimana sanksi administratif meliputi, peringatan tertulis (dikenai sebanyak 3 kali berturut-turut), pembekuan izin (tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis 3 kali berturut-turut), pencabutan izin (Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin). 
Saran

    Beberapa hal berikut dapat dijadikan saran dan sebuah masukan oleh para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengaturan tentang pelayanan angkutan antar jemput di Kota Surabaya oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur kepada pengemudi dan pemilik penyedia jasa angkutan antar jemput yang harus dipenuhi dan standar pelayanan minimal terkait keselamatan penumpang jasa angkutan antar jemput  di Kota Surabaya:

1. Bagi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, seharusnya lebih intensif dalam melaksanakan pengaturan mengenai syarat wajib angkutan antar jemput dan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi khususnya yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017. Serta memberikan sosialisasi terhadap masyarakat, pengemudi, dan Perusahaan Travel agar mereka lebih sadar dan taat pada aturan hukum yang berlaku khususnya  pengaturan tentang pelayanan angkutan antar jemput di Kota Surabaya. Selain itu, perlu adanya pengawasan dan pengecekan rutin di lapangan guna mempertegas penerapan aturan yang berlaku dengan menerapkan sanksi baik secara preventif maupun represif..

2. Bagi Perusahaan Angkutan Antar Jemput diharapkan untuk sadar serta patuh dalam mentaati syarat wajib angkutan antar jemput seperti yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2017 dan melengkapi ijin atau dokumen perjalanan yang sah bagi angkutan antar jemput agar tercipta keamanan, kenyamanan dan ketertiban di jalan serta selalu menjaga kondisi armada travel yang digunakan dengan melakukan perawatan yang teratur, pengecekan kondisi kendaraan yang dioperasikan dan juga perlu memperhatikan usia kendaraan yang digunakan agar tidak terjadi kecelakaan dan merugikan atau bahkan membahayakan penumpangnya sendiri.
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